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BAB V
FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERBITNYA ATURAN
PEMBAGIAN SEBAGIAN GAJI PNS UNTUK BEKAS ISTRI

Pada bagian ini akan membahas latar belakang pembuatan PP Nomor 10
Tahun 1983 yang di dalamnya diatur pembagian sebagian gaji kepada mantan
istri. Pembahasan ini dilakukan dalam dua bentuk, pertama melalui pembahasan
terhadap hasil studi yang sudah pernah dilakukan, dan kedua, melakukan
pembahasan terhadap konsideran yang termaktub pada Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983 dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990, serta konsideran yang terdapat pada peraturan-peraturan terkait
dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan

Pemerintah 45 Tahun 1990.

Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat
dilihat dari tiga faktor yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu faktor sosiologis,

faktor yuridis, dan faktor filosofis.

5.1. Faktor Sosiologis

Dari faktor sosiologis, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilatarbelakangi
kondisi sosial yang terjadi ketika itu, termasuk masalah-masalah dalam rumah
tangga yang menimpa keluarga pegawai negeri sipil. Penulis menemukan dua
penelitian yang menjelaskan tentang hal ini, pertama penelitian yang dilakukan
oleh Siska Putriana, Ujang Wardi dan Elfia(Putriana et al., 2021), pada masa
pemerintahan orde baru sangat banyak isu perselingkuhan di kalangan pejabat
negara. Isu yang yang paling menjadi perhatian masyarakat adalah isu
perselingkuhan kepala negara (Soeharto) dengan seorang artis terkenal. Di
samping isu-isu tersebut, kasus poligami sangat tinggi, terjadinya pernikahan
dibawah tangan yang dilakukan oleh pejabat negara, bahkan perlakukan
perceraian yang sewenang-wenang. Isu dan kondisi tersebut mendapat tanggapan
yang serius dari organisasi dharma wanita yang sangat serius dalam upaya

melindungi hak-hak wanita. Tanggapan tersebut mulai dari pengurus dharma
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wanita daerah sampai kepada pengurus pusat. Dharma wanita melihat, maraknya
poligami di kalangan pejabat negara, pernikahan sirri yang dilakukan oleh pejabat
negara, serta perceraian secara sewenang-wenang oleh pejabat negara merupakan
perbuatan yang tidak bermoral. Sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut,
dharma wanita melihat harus ada hukum yang mengatur pejabat negara dan
pegawai negeri dalam masalah perkawinan dan perceraian sebagai tindakan nyata
yang dilakukan oleh negara dalam upaya melindungi para istri dari pegawai

negeri.

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian Yushadeni(Bengkalis, 2015),
yang menjelaskan salah satu penyebab dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 adalah tuntutan para istri pegawai negeri sipil yang
tergabung dalam organisasi dharma wanita. Banyaknya laporan atau pengaduan
dari para anggota dharmawanita kepada pengurus dharma wanita pusat, baik dari
anggota dharma wanita yang berada di unit tingkat pusat maupun di dharma
wanita tingkat provinsi mengenai perlakuan tidak adil dari suami terhadap
istrinya. Perlakuan tidak adil tersebut antara lain mengenai perceraian, poligami,

dan pemberian nafkah kepada istri dan anak-anak.

Berdasarkan hasil kedua penelitian di atas, dapat dipahami, bahwa lahirnya
PP 10 Tahun 1983 dilatarbelakangi oleh banyaknya isyu yang menimpa pegawai
negeri sipil, yaitu isu perselingkuhan dan, maraknya poligami dengan nikah siri
dikalangan pegawai negeri sipil, tingginya angka perceraian, dan banyaknya
perlakuan tidak adil dari suami terhadap istri dan anak-anak. Sehingga dharma
wanita sebagai organisasi persatuan istri pegawai negeri sipil, melihat semua itu
sebagai perlakuan immoral oleh pegawai negeri sipil, sehingga perlu dibuat aturan

yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Isu poligami siri di kalangan pejabat negara dan isu perselingkuhan
Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seorang artis yang
bernama Rahayu Effendi mengakibatkan Ibu Tien sebagai istri Presiden ikut
mendesak lahirnya aturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Yushadeni. Yushadeni menjelaskan,

adanya isu perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat negara (Soeharto) dengan
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Rahayu Effendi merupakan salah satu penyebab lahirnya gerakan dari dharma
wanita yang mendesak perlindungan hukum bagi kalangan pegawai negari sipil.
Presiden Soeharto membantah adanya isu tersebut ketika pemberian pidato
sambutan di acara ulang tahun komando pasukan Sandi Yudha. Soeharto
menjelaskan bahwa rumor yang dihembus adalah upaya menjatuhkan dirinya dan
juga  sebagai  bentuk  penghalang agenda  politik yang sedang
dijalankan.(Bengkalis, 2015)

Penulis juga menemukan isyu tersebut dalam sebuah buku berjudul,
“Memorial Jenderal Yoga”, yang ditulis oleh B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin,
Jakarta: Divisi Penerbitan PT. Binarena Pariwara, Cet. Ke-1, 1990, h. 484,
membenarkan isu tersebut, dan diungkapkan langsung oleh Soeharto, dalam
pidatonya ketika memberikan sambutan pada HUT Koppassabdha tanggal 16
April 1980, sebagaimana kutipan pidato Presiden Soeharto berikut:

“Disamping ancaman kekuatan senjata yang ingin mengganti Pancasila
sebagai ideologi negara, juga ancaman dengan kekuatan subversi, infiltrasi
bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk dapat menghilangkan Pancasila.
Suatu misalnya, akhir-akhir ini isu yang ditujukan kepada saya, juga kepada istri
saya bu Harto, diisukan bahwa istri Soeharto menerima komisi, seolah-olah Jalan
Cendana sebagai markas besar untuk menentukan kemenangan tender. Dan akhir-
akhir ini sampai juga ditujukan kepada saya, yang sudah diisukan di kalangan
mahasiswa dan juga di kalangan ibu-ibu yang biasa mudah untuk sampai
kemana-mana. Satu isyu kalau saya ini katanya mempunyai “selir”’, mempunyai
simpanan salah satu dari bintang film yang terkenal dinamakan Rahayu Effendi.
Ini sudah lama bahkan sampai sekarang ini juga dibangkitkan hal itu kembali.
Padahal kenal, berjumpa saja tidak. Tapi sudah toh dilontarkan isyu itu”. Apa ini
semua maksudnya? Maksudnya adalah tidak lain karena mungkin mereka itu
menilai kalau saya itu menjadi penghalang utama dari kegiatan politik mereka
itu, karena itu harus ditiadakan. Mereka lupa andai kata bisa meniadakan saya,
lupa bahwasanya toh akhirnya akan timbul mungkin lebih daripada saya, warga
negara prajurit-prajurit anggota ABRI termasuk pula Korp Koppassadha Baret
Merah akan tetap menghalang-halangi kehendak politik mereka itu. Lebih-lebih
jelas bilamana ingin mengganti Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 itu”.
(B. Wiwoho, 1990)

Data-data di atas menjelaskan, bahwa setiap produk hukum tidak lahir
begitu saja. Melainkan dilatarbelakangi oleh situasi yang berkembang pada
kehidupan kalangan bawah dalam menanggapi penyelenggaraan pemerintahan.

Begitu juga dengan latarbelakang terbitnya PP Nomor 10 Tahun 1983. Lahirnya

PP ini dilatarbelakangi dengan maraknya isu-isu perselingkuhan yang terjadi di
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kalangan pejabat negara, termasuk Presiden Soeharto. Soeharto diisukan menjalin
hubungan asmara dengan seorang artis terkenal bernama Rahayu Effendi.
Namun, isu tersebut dibantah oleh Presiden Soeharto melalui pidato sambutan
pada acara hari ulang tahun Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) di
Cijantung Jakarta tanggal 16 April 1980. Menurut Presiden, isu tersebut
dimaksudkan untuk meruntuhkan citranya karena dianggap sebagai penghalang
bagi para penentangnya. Akhirnya pada tahun 1983 dikeluarkan PP No. 10 tahun
1983 yang mengatur tentang izin perkawinan poligami dan perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Pemerintah ini disempurnakan
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.(B. Wiwoho,
1990)

Data di atas menggambarkan situasi yang terjadi di kalangan pejabat
negara dan pegawai negeri sipil sebelum PP Nomor 10 Tahun 1983 diterbitkan,
salah satunya ada bahwa isu yang menimpa Presiden Soeharto tentang ia
mempunyai selir seorang bintang film terkenal bernama Rahayu Effendi.

Peneliti juga menemukan data tentang sejarah terbentuknya Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dalam buku Fantasizing the Feminine in
Indonesia(Sears, 1996). Penulis buku ini menjelaskan dalam bab tersendiri
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menjelaskan,

“Menurut salah satu sumber, peraturan tersebut dipicu pada kasus yang
terjadi pada tahun 1980, yaitu kasus Dewanto, seorang pejabat tinggi di
sekretariat kabinet. Istri Dewanto disamping sebagai anggota dharma
wanita, juga merupakan sekretaris istri Sudharmono yang merupakan
wakil presiden ketika itu. Sehari-hari suami istri sama-sama bekerja
bekerja, sehingga untuk mengasuh anak-anak mereka, mereka
memperkerjakan seorang babysitter bernama Rahmini. Ternyata Rahmini
tidak hanya merawat anak-anak mereka tetapi juga merawat sang ayah
(Dewanto), yang pada akhirnya Dewanto menikahi Rahmini sebagai istri
kedua secara diam-diam. Pada saat Dewanto akan dilantik menjadi
kepala istana kepresidenan, Rahmini yang pernikahannya diakui hukum
agama, namun tidak diakui hukum negara menuntut pengakuan dari
masyarakat agar ia diakui sebagai istri Dewanto. Khawatir akan terhalang
kenaikan jabatannya jika pernikahan rahasianya terbongkar, maka
Dewanto membunuh Rahmini dan Pembunuhan Rahmini dilakukan oleh
antek MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong, yang terkait
dengan Golkar). Ketika kasus ini terungkap di kalangan birokrasi,
kejadian tersebut diyakini telah menggerakkan dharma wanita untuk
meminta undang-undang khusus yang bisa lebih melindungi istri pegawai
negeri. Kemungkinan besar, insiden Dewanto hanyalah klimaks dari
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meningkatnya kekhawatiran para anggota dharma wanita mengenai status

mereka sebagai istri pejabat pemerintah”.

Penelitian Laurie J. Sears, ini seiring dengan hasil penelitian yang telah
diungkapkan di atas, bahwa lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983, dilatarbelakangi
oleh banyaknya pejabat negara yang melakukan poligami secara diam-diam.
Kasus Dewanto hanya klimaks, karena sebelumnya sudah sering terjadi
pernikahan poligami secara diam-diam(Sears, 1996).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh hasil penelitian Yushadeni(Putriana et
al., 2021), menurutnya ada 2 (dua) penyebab lahirnya PP ini. Pertama, karena
adanya laporan dari istri kedua pejabat pegawai negeri sipil yang pernikahannya
tidak dicatatkan (isteri simpanan). Ia mengusulkan untuk dibuat aturan yang
dapat melindungi para istri PNS. Kedua, terbitnya peraturan pemerintah ini
bertujuan untuk memenuhi keinginan Ibu Tien Soeharto. Berdasarkan kasus
Dewanto dan isu yang menerpa Presiden Soeharto, pendapat Yushadeni dapat
dibenarkan, karena berdasarkan data sejarah Rahmini sebagai istri “simpanan”
Dewanto menuntut agar pernikahannya diakui oleh masyarakat. Demikian pula
dengan adanya desakan dari Ibu Tien dapat pula dibenarkan karena Ibu Tien
adalah seorang istri yang sangat pencemburu, sehingga beliau tidak mau dimadu
oleh Soeharto. Sifat cemburu Ibu Tien pernah diungkapkan lansung oleh
Soeharto. Koran digital NKRI Post Jakarta, menjelaskan,

“Bahwa dalam beberapa literatur disebutkan kalau Ibu Tien adalah sosok
istri yang pencemburu. Tak heran, ia dan Soeharto telah puluhan tahun
membina rumah tangga namun Soecharto tidak pernah melakukan
poligami. Ibu Tien bahkan disebut sempat mengamuk, tatkala muncul
rumor perselingkuhan suaminya dengan bintang film Rahayu Effendi.
Rasa cemburu Ibu Tien itu tergambar dalam salah satu ucapan Soeharto
yang tertuang dalam buku yang dikutip oleh NKRI Post Jakarta, berjudul
‘Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto’ karya O.G Roeder yang terbit
pada 1976. Dalam buku itu tertulis kalau Soeharto menyatakan bahwa ia
hanya memiliki satu istri, yakni Raden Ayu Siti Hartinah. Soeharto
bahkan menyebut akan dapat muncul “pemberontakan” jika memang ia
memiliki istri yang lain, alias berpoligami dari Ibu Tien. “Hanya ada satu
nyonya Soeharto, dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan
timbullah satu pemberontakan yang terbuka dalam rumah tangga
Soeharto”. Rasa cemburu Ibu Tien itulah yang akhirnya melahirkan
peraturan yang melarang para pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia
untuk memiliki istri lebih dari satu alias poligami. Tien Soeharto
merupakan salah satu penggerak Kongres Wanita Indonesia (Kowani)
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yang paham betul dampak praktik poligami terhadap perempuan,

Bersama Kowani, ia terus mendesak pemerintah untuk menyusun

regulasi untuk melarang poligami, utamanya di kalangan pegawai negeri

sipil. Akhirnya desakan itu berbuah manis. Pada 1983, pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983.

(https://nkripost.co/2023/10/1 1/ternyata-cikal-bakal-lahirnya-larangan-
poligami-di-indonesia-berawal-dari-rasa-cemburu-ibu-tien-), di  kutip

pada tanggal 9 Juli 2024.

Penyebab tingginya angka poligami dikalangan pejabat negara karena ada
anggapan yang hidup di tengah-tengah, bahwa mempunyai istri kedua atau istri
simpanan merupakan indikator sebagai pejabat yang sukses. Hal ini diungkapkan
oleh J. Sears, bahwa dalam Budaya Jawa “kepemilikan” terhadap perempuan
dianggap sebagai atribut alami kekuasaan. Demikian pula di kalangan birokrat
dan teknokrat, memiliki akses seksual yang luas merupakan lambang kesuksesan.
Hal ini terbukti dengan hanya sekelompok kecil istri pejabat tinggi yang
mendesak adanya peraturan tersebut (PP Nomor 10 Tahun 1983), sebagai
perlindungan terhadap kecenderungan pejabat sukses mengambil istri kedua atau
simpanan. Aturan wajib | menghadiri setiap kegiatan dharma wanita
mengakibatkan para anggotanya (para istri) seringkali tidak berada di rumah
sehingga menghalangi mereka untuk menjadi istri dan ibu yang baik sebagaimana
mestinya. Dharma wanita mengakui banyak menerima keluhan dari anggotanya
mengenai perilaku suaminya, seperti perceraian, poligami, dan kurangnya

dukungan finansial. Oleh karena itu, diperlukan adanya undang-undang yang

melindungi mereka, khususnya dari poligami dan perceraian.(Sears, 1996)

Data di atas mengindikasikan bahwa dari faktor sosiologis, latar belakang
lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, adalah maraknya perkawinan di bawah tangan (tidak
tercatat) yang melibatkan pejabat negara, kasus poligami liar (tanpa izin
pengadilan) sangat tinggi, bahkan perlakukan perceraian yang sewenang-wenang
yang tidak memperhatikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Atas
desakan dari dharma wanita dan dibantu desakan Ibu Tien Soeharto agar presiden
menetapkan peraturan pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga
pegawai negeri sipil, akhirnya lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983.


https://nkripost.co/2023/10/11/ternyata-cikal-bakal-lahirnya-larangan-poligami-di-indonesia-berawal-dari-rasa-cemburu-ibu-tien-
https://nkripost.co/2023/10/11/ternyata-cikal-bakal-lahirnya-larangan-poligami-di-indonesia-berawal-dari-rasa-cemburu-ibu-tien-
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Jika dihubungkan dengan teori politik hukum Bagir Manan dan teori
politik hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang memaknai politik hukum
dengan kebijakan hukum (legal policy), melihat kondisi sosial di atas, pemerintah
perlu mengambil kebijakan hukum untuk menyelesaikan kondisi sosial tersebut.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang telah diundangkan
sembilan tahun sebelum lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983), ternyata belum
sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan sosial di atas, yaitu tingginya angka
pernikahan poligami liar (tidak tercatat) termasuk di kalangan pejabat negara,
tingginya angka perceraian, dan maraknya perceraian yang dilakukan secara
sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak Perempuan dan hak-hak anak
pasca perceraian. Berdasarkan kondisi tersebut untuk menyelamatkan kehidupan
rumah tangga pegawai negeri sipil pemerintah mengambil kebijakan hukum
dengan melakukan pembentukan hukum dalam bentuk peraturan pemerintah
untuk menekan angka perceraian, menghapuskan perkawinan poligami tidak
tercatat, dan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Upaya penyusunan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 sudah
dimulai sejak tahun 1981, ketika itu atas instruksi BAKN (Badan Administrasi
Kepegawaian Negara), dibentuklah tim untuk merumuskan peraturan yang
diminta. Untuk merumuskan peraturan pemerintah tersebut, dharma wanita
merujuk aturan-aturan normatif tentang perkawinan, diantaranya Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(khususnya Bab 2 tentang Kewajiban dan Larangan), dan merujuk Keputusan
Menteri Pertahanan Nomor OI/I/1980 tentang Perkawinan, Perceraian, dan
Perdamaian di Kalangan Anggota TNI, versi SK tahun 1976 yang telah diubah.
Artinya, sebelum PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ada aturan perkawinan dan
perceraian bagi anggota ABRI (TNI), yaitu Keputusan Menteri Pertahanan
Nomor OI/I/1980 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Perdamaian di Kalangan

Anggota TNI.(Sears, 1996)
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Penulis telah melakukan perbandingan antara PP Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan
Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 01/1/1980 tentang Perkawinan, Perceraian,
dan Perdamaian di Kalangan Anggota TNI, versi SK tahun 1976 yang telah
diubah(Umbara, 2020), dengan hasil sebagai berikut:

Pertama, dari segi nama peraturan, PP 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri
Pertahanan Nomor KEP/01/1/1980, tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan
Rujuk Anggota ABRI, Artinya kedua tersebut sama-sama mengatur tentang

Perkawinan dan Perceraian bagi aparatur negara,

Kedua, konsideran Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/01/1/1980,
bahwa urgensi pengaturan tentang perkawinan dan perceraian bagi anggota ABRI
karena anggota ABRI mempunyai tugas yang sangat berat sehingga harus
mempunyai disiplin yang lebih berat dari masyarakat diluar anggota ABRI. Agar
supaya ABRI dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kehidupan ABRI harus
ditunjang oleh kehidupan suami istri yang serasi sehingga anggota ABRI tidak
terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Keputusan Menhankam/ Pangab yang sebelumnya, yaitu Keputusan
Menhankam Pangab Nomor Kep/05/111/1976 masih mempunyai kekurangan-
kekurangan sehingga harus disempurnakan. Perlu menetapkan peraturan yang
baru tentang perkawinan, cerai dan rujuk bagi anggota ABRI. Konsideran PP
Nomor 10 Tahun 1983. Urgensi PP Nomor 10 Tahun 1983 karena dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
telah diatur tentang perkawinan yang diberlakukan untuk seluruh warga negara
Indonesia. Pegawai negeri sipil wajib memberikan contoh yang baik dan menjadi
teladan sebagai warga negara bagi masyarakat, yang salah satunya menjadi contoh
dalam berkeluarga. Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri
sipil dalam masalah perkawinan dan perceraian, perlu ditetapkan aturan yang
mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Artinya
antara kedua aturan tersebut terdapat kesamaan. Pertama, sama-sama bertujuan

mengatur kehidupan rumah tangga aparat negara (ABRI dan Pegawai Negeri
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Sipil), khususnya mengenai perkawinan dan perceraian. Kedua aturan sama-sama
bertujuan agar aparatur negara (ABRI dan PNS) dalam melaksanakan tugas tidak
terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Ketiga, sama-sama dalam
rangka memberikan contoh kepada masyarakat, untuk anggota ABRI disipilin
dalam melaksanakan tugas dan untuk PNS memberikan tauladan kepada

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, tentang pokok-pokok fikiran. Keputusan Menteri Pertahanan
Nomor KEP/01/1/1980, mengatur tentang Azas Perkawinan. Menurut Keputusan
Menhankam ini, azas perkawinan adalah monogami (Pasal 2). Penyimpangan dari
azas tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sehingga seorang
anggota ABRI dilarang kawin selama mengikuti pendidikan, dilarang hidup
bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, untuk melakukan perkawinan dan
perceraian, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang. (Ps. 4
sampai Ps. 13). Kemudian Keputusan Menhamkam ini mengatur tentang tata cara
perkawinan, tata cara perceraian, dan wewenang memberi izin kawin dan cerai.
Selanjutnya mengatur tentang tata cara permohonan kawin, cerai dan rujuk bagi
yang beragama Islam, Kristen/Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Ada pun
pokok-pokok pikiran pada PP Nomor 10 Tahun 1983 adalah tentang izin
perkawinan dan perceraian dari pejabat berwenang (Ps. 2 sampai Pasal 14), tata
cara perkawinan, tata cara perceraian, wewenang pemberian izin. Artinya terdapat
kesamaan aturan yang terdapat pada PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan aturan
yang terdapat pada Keputusan Menhamkam Nomor Kep.01/I/1980. Oleh
karenanya patut dinyatakan PP 10 Tahun 1983 banyak mencontoh isi Keputusan
Menhamkam Nomor Kep.01/I/1980. Di samping itu data di atas juga
menunjukkan peraturan tentang perkawinan dan perceraian bukan hanya untuk
pegawai negeri sipil, tetapi anggota ABRI telah lebih dahulu memiliki aturan

tentang perkawinan, perceraian dan rujuk.

Kenapa hanya Pegawai Negeri Sipil? Barangkali saat itu, PNS sebagai
abdi Negara merupakan anggota masyarakat yang mau tidak mau harus

mematuhi dan mendukung ke bijakan negara. (Yushadeni, 2015).
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Data di atas, telah dapat menjawab pertanyaan Yushadeni, kenapa Pegawai
Negeri Sipil saja yang diatur oleh PP Nomor 10 Tahun 1983, jawabannya karena
ketika itu untuk Anggota ABRI sudah lebih dahulu mempunyai aturan sendiri.

Demikian pula dengan anggota Polri, juga sudah memiliki aturan sendiri
tentang perkawinan dan perceraian, yang diatur melalui Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia(Umbara, 2020). Artinya ketiga aturan ini
mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengatur tentang perkawinan dan
perceraian bagi anggotanya, yaitu anggota ABRI, Pegawai Negeri Sipil dan
anggota POLRI.

Terkait dengan pemberian sebagian gaji kepada bekas istri, terdapat
perbedaan antara ketiga aturan di atas. Untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
diatur pada pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983, telah diatur secara rinci, yaitu
pemberian sebagian gaji kepada bekas istri adalah 1/3 bagian untuk bekas istri,
1/3 bagian untuk anak, dan 1/3 bagian untuk Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan. Jika mereka tidak mempunyai anak, maka bagiannya !> bagian
untuk bekas istri, dan 72 bagian untuk Pegawai Negeri yang bersangkutan sampai
bekas istri menikah lagi. Berbeda dengan anggota ABRI sebagaimana diatur pada
Pasal 12 huruf (b) Keputusan Menteri Pertahanan, yang berbunyi, “Pemberian
nafkah terhadap bekas istri/suami yang dicerai dan atau kepada anak yang
diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian”. Kalimat pada pasal
ini agaknya merupakan sambungan dari pasal 12 huruf (a), yang berbunyi,
“Setelah perceraian dilangsungkan dari lembaga yang berwenang, berikut salinan
surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat
personalia  dari  kesatuannya guna menyelesaikan administrasi  dan
keuangan”(Umbara, 2020). Oleh karenanya dapat dipahami, yang berwenang
menetapkan nafkah untuk bekas istri anggota ABRI ditetapkan oleh pejabat

personalia.

Berbeda lagi dengan pemberian sebagian gaji untuk bekas istri dari suami

yang bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik
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Indonesia. Sebagaimana diatur pada Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010(Umbara, 2020), menetapkan
nafkah untuk bekas selama proses perceraian (sejak diajukan permohonan izin
cerai kepada kepala satker sampai adanya putusan pengadilan yang berkekauatan
hukum tetap) dan nafkah untuk bekas istri pasca perceraian. Selama proses
perceraian, bekas istri berhak 1/3 bagian dari gaji suaminya. Nafkah untuk bekas
istri setelah terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila pegawai negeri tersebut tidak
melaksanakan kewajiban pemberian nafkah tersebut baik selama proses
perceraian maupun nafkah pasca perceraian, berdsarkan keputusan kepala satuan
kerja, bendahara satuan kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana tersebut di
atas.

Meskipun berbeda dalam penetapan nafkah bekas istri, ketiga aturan
tersebut sama-sama bertujuan untuk menekan angka perceraian, menghapuskan
perkawinan poligami liar (tidak tercatat) dan melindungi bekas istri agar tidak
terlantar pasca perceraian. Dengan pembentukan aturan ini diharapkan wibawa
dan martabat pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan pegawai negeri pada
kepolisian Negara Republik Indonesia terpelihara dengan baik dan dapat menjadi
tauladan bagi masyakarat. Disamping itu aturan tersebut merupakan tindakan
preventif agar tidak terjadi masalah-masalah dalam rumah tangga yang dapat
mengganggu pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan pegawai negeri pada
kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai
aparatur negara. Selanjutnya ketiga aturan tersebut sama-sama memberikan
sanksi kepada yang melanggarnya, yaitu dengan sanksi terberat diberhentikan
dari pegawai negeri sipil, diberhentikan dari anggota ABRI, dan diberhentikan
dari anggota POLRI.

Dalam kaca mata politik hukum dapat dirumuskan, bahwa kebijakan
hukum pemerintah dalam membentuk PP 10 Tahun 1983 merupakan kebijakan
hukum yang bersifat temporer bersesuaian dengan kebijakan hukum permanen
(Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945). Kebijakan hukum
temporer tidak boleh menyimpang dari kebijakan hukum permanen(Mukhtar,

2022). PP Nomor 10 Tahun 1983 bertujuan untuk menekan angka perceraian,
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menghapuskan pernikahan poligami tidak tercatat (dibawah tangan), melindungi
hak-hak perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian. Ketika kebijakan hukum
temporer yang sudah ada (undang-undang perkawinan) belum mampu
sepenuhnya mengatasi persoalan masyarakat(Sears, 1996), sehingga diperlukan
kebijakan hukum dalam bentuk pembaharuan hukum yang sesuai dengan
dinamika sosial. Sebagaimana ungkapan Bagir Manan, bahwa kebijakan hukum
berupaya bagaimana undang-undang yang ada (constitutum) diperbaharui sesuai
dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan hukum suatu masyarakat guna
mendapatkan  hukum masa depan yang aktual dan kontekstual
(constituendum)(Yasin, 2018).

Dalam pandangan Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa kebijakan
hukum (legal policy) diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh
pemerintah(Yasin, 2018). Kondisi sosial di atas (tingginya angka pernikahan
poligami dibawah tangan, tingginya angka perceraian dan terjadinya perceraian
sewenang-wenang) tidak hanya terjadi di kalangan pejabat negara dan pegawai
negeri sipil semata tetapi juga terjadi pada masyarakat biasa yang non PNS.
Pemerintah menginginkan kebijakan hukum dalam pembentukan peraturan
perundangan yang dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat, baik PNS
maupun non PNS(Sears, 1996). Akan tetapi untuk langkah awal pemerintah
melakukan kebijakan hukum dengan membentuk peraturan perkawinan dan
perceraian khusus untuk PNS terlebih dahulu karena sebagai aparatur pemerintah,
PNS lebih mudah mengontrolnya(Bengkalis, 2015). Demikian juga dengan
anggota TNI, data di atas menunjukkan, bahwa 3 tahun sebelum lahirnya PP
Nomor 10 tahun 1983, anggota TNI sudah memiliki aturan perkawinan dan
perceraian melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 01/I/1980 tentang
Perkawinan, Perceraian, dan Perdamaian di Kalangan Anggota TNI, versi SK
tahun 1976 yang telah diubah(Umbara, 2020), demikian pula dengan anggota
Polri melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk
Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia(Umbara,
2020). Hal ini menunjukkan seluruh aparatur negara dan pejabat negara telah

mempunyai aturan tentang perkawinan dan perceraian untuk mengatasi masalah
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sosial di atas. Tujuannya jika aparatur negara sudah tertib mengenai perkawinan
dan perceraian, maka hal ini dapat dijadikan contoh dan tauldan bagi masyarakat
dan pada saatnya nanti akan dibuat kebijakan hukum untuk seluruh masyarakat

tanpa membedakan aparatur negara atau masyarakat biasa.

5.2. Faktor Filosofis

Dari aspek filosofis, latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mencakup aspek
nilai dan norma-norma(Putriana et al., 2021). Ada 4 (empat) aspek norma dan
nilai, yaitu aspek nilai-nilai keagamaan bangsa Indonesia yang terangkum dalam
sila pertama pada Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, b) nilai-nilai hak
asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sesuai
dengan sila kedua Pansasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, c) Nilai-
nilai kesatuan bangsa secara utuh, sebagaimana yang terdapat dalam sila ketiga
pada Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, kemudian Nilai-nilai demokrasi dan
kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila keempat pada Pancasila, yakni
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan, d) nilai-nilai keadilan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan
orang banyak, sebagaimana termaktub dalam sila kelima pada Pancasila, yakni
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa
pembentukan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, secara

filosofis sesuai dengan lima sila yang terdapat pada Pancasila.

Untuk meneliti filosofi lahirnya Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penulis juga

mempelajari konsideran kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

a. Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Tujuan pembuatan PP Nomor 10 Tahun 1983, yang salah satu isinya
pemotongan gaji pegawai negeri sipil pria untuk bekas istri pasca perceraian
dapat dipelajari dari konsideran penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983, yaitu:
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“Pegawai negeri sipil mesti memberikan contoh yang baik dan menjadi
teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat dalam
menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, sehingga diperlukan aturan
yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil (PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1983)

Tujuan pembuatan PP ini juga dapat dilihat pada konsideran penjelasan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagai berikut:

“Sebagaimana  termaktub dalam  Undang-undang Perkawinan,
perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membetuk rumah
tangga yang sakinan mawaddah warrahmah berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Undang-undang Perkawinan ini memakai azas
pekawinan monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai satu orang
isteri dan satu orang wanita hanya mempunyai satu orang suami. Akan
tetapi apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan diputuskan
oleh pengadilan, seorang pria dapat beristeri lebih dari satu orang dengan
syarat ajaran agama yang dianutnya mengizinkannya dan telah
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena tujuan
perkawinan untuk kekal dan abadi, maka sedapat mungkin perceraian
harus dihindarkan. Perceraian hanya boleh terjadi apabila telah
memenuhi alasan-alsan yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan. Hak dan kedudukan suami dengan istri berifat
seimbang sehingga seluruh masalah rumah tangga harus diputuskan
secara bersama antara suami dengan istri. Pegawai negeri sipil sebagai
aparatur negeri harus memberi contoh dan tauladan yang baik kepada
masyarakat di segala bidang, termasuk contoh dan tauladan bagi
masyarakat dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk dapat
melaksanakan tugas sebagai aparatur negara dengan baik, rumah tangga
pegawai negeri sipil harus baik, sehingga ia tidak terganggu dalam
menjalankan tugasnya oleh masalah keluarganya. Sehubungan dengan
hal tersebut, perlu ditetapkan aturan yang mengatur tentang perkawinan
dan perceraian bagi pegawai negeri sipil(PP No. 10 Tahun 1983 Tentang
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1983).

Berdasarkan konsideran di atas dapat dipahami, bahwa filosofi pembagian
gaji pegawai negeri sipil pria untuk bekas istri harus diatur dengan peraturan
pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian agar terjaminnya
kehidupan bekas istri dan anak pasca perceraian. Jika tidak diatur dengan
peraturan yang jelas dan tegas, dikhawatirkan kehidupan bekas istri dan anak akan
terlantar, sehingga menimbulkan citra buruk pegawai negeri sipil di tengah

masyarakat.
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b. Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983, tentang aturan perkawinan dan

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan pembentukan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun
1990 juga dapat dilihat melalui konsideran PP Nomor 45 Tahun 1990, sebagai

berikut:

“Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang
aturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sama
dengan latar belakang lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983, yaitu
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri
lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.
Pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam
tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan
berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu,
maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan
yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap pegawai negeri sipil
dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh
masalah-masalah dalam keluarganya. Bahwa dalam rangka usaha
untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin pegawai negeri sipil
serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil. (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
1990)

Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga

menjelaskan tentang penyebab Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 harus

dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Setelah

dilaksanakan aturan yang terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983, ternyata

masih ditemukan kekosongan hukum yang mengakibatkan kekosongan hukum

tersebut menjadi alasan bagi pegawai negeri sipil untuk mengelak dalam

melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS

tersebut. Selanjutnya ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor

10 Tahun 1983 mengakibatkan atasan dari PNS yang bersangkutan
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kesulitan untuk mengambil tindakan tegas ketika PNS melanggar aturan pada PP
10 Tahun 1983, karena ketidakjelasan tersebut dapat memberi peluang untuk
melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan
penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Perubahan tersebut tentang kejelasan kewajiban PNS untuk mendapatkan
izin dari atasan untuk melakukan perceraian, larangan bagi PNS wanita untuk
menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pelaksanaan pembagian sebagian gaji PNS
kepada bekas istri pasca perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin
keadilan bagi kedua belah pihak. Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan
lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur
sebelumnya.(Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1990)

Perubahan tentang sanksi hukum, yaitu bagi yang melanggar, semula pada
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diberikan saksi pemberhentian
dengan hormat dari pegawai negeri sipil tidak atas permintaan sendiri, namun
pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diberikan sanksi hukuman
disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, termasuk di
dalamnya pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS. Hal ini bertujuan untuk
lebih memberikan rasa keadilan. PNS dan mereka yang dipersamakan dengan
PNS sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 10 Tahun 1983, apabila melanggar
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah
ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dari konsideran di atas dapat interpretasikan, bahwa filosofi perubahan PP
Nomor 10 Tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
karena setelah dijalankan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, ternyata
masih banyak PNS yang tidak melaksanakan kewajiban pembagian sebagian gaji
untuk bekas istri dan anak-anak mereka, oleh karenanya pemerintah memandang
perlu melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah tersebut dengan

menambahkan sanksi hukum yang tegas bagi PNS pria yang menolak pemotongan
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sebagian dari gajinya untuk diberikan kepada bekas istri, dengan dijatuhi
hukuman displin berat, salah satu pilihan hukumnya adalah diberhentikan tidak
dengan hormat dari PNS.

¢. Konsideran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawin dan Percerai

Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil pria juga dapat dilihat dari
konsideran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawin dan Percerai PNS, sebagai berikut:

“Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Perkawinan
yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Sebagai pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dikeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya pada Pasal 3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa
asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Asas perkawinan yang demikian itu disebut asas monogami. Namun
demikian dalam keadaan yang sangat terpaksa masih dimungkinkan
seorang pria beristri lebih dari seorang sepanjang tidak bertentangan
dengan ajaran / peraturan agama yang dianutnya / kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya, telah memenuhi ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah disetujui oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga beristri lebih dari seorang dan
perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan dan hanya dapat dilakukan
dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Pegawai negeri sipil adalah unsur
aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi
teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan
ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk
dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan
pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang
serasi, sehingga setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan
tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah masalah dalam
keluarganya. Atas dasar pokok pikiran sebagai tersebut di atas, maka
telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk

memberikan kepastian terhadap pihak yang berwenang dan yang
diberikan tugas untuk pelaksanaan pemotongan sebagian gaji pegawai
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negeri sipil pria pasca perceraian kepada bekas istri, sehingga Surat

Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8

Tahun 1983 tentang Izin Perkawin dan Percerai Pegawai Negeri Sipil

pada angka (27) menjelaskan, bahwa pembagian gaji sebagai tersebut di

atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang

bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang
menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.(K. RI, 1983).

Berdasarkan konsideran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawin dan Percerai
PNS dapat pahami, bahwa untuk pelaksanan pembagian sebagain gaji PNS pria
kepada bekas istri pasca perceraian, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya

yaitu melalui pejabat yang menjadi atasannya atau pejabat lain yang

menadatangani daftar gaji PNS pria tersebut.

D. Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan pemotongan gaji pegawai negeri sipil pria untuk bekas istri pasca
perceraian juga dapat ditemukan pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dan digantikan
oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, namun Pasal 75 Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa, semua peraturan perundang-undangan
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan undang-undang ini. Oleh karenanya konsideran PP 94 Tahun 2021
masih layak untuk dipedomani karena PP tersebut masih berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.(Kepegawaian,
2021)

PP 94 Tahun 2021 menjelaskan bahwa tujuan pembentukan PP tersebut,
sebagai berikut:

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023), untuk menjamin
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terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, pegawai
negeri sipil wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin pegawai negeri
sipil. Selama ini ketentuan mengenai disiplin pegawai negeri sipil telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20IlO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan mengenai
disiplin pegawai negeri sipil tersebut perlu disesuaikan. Agar terwujudnya
pegawai negeri sipil yang berintegritas, profesional, dan akuntabel,
dibutuhkan peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dapat
dijadikan pedoman dalam penegakan kedisiplinan PNS. Hal ini diharapkan
dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan
sistem prestasi kerja serta integritas dapat menjadi pertimbangan dalam
pengembangan karier. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang PNS yang diangkat sebagai penjabat kepala desa juga wajib
menaati ketentuan peraturan disiplin PNS antara lain setia kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan setia kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai
penyelenggara pemerintahan wajib menerapkan prinsip prinsip
pemerintahan yang baik (good governance) serta bersikap disiplin, jujur,
adil, transparan, dan akuntabel. Peraturan pemerintah tentang disiplin PNS
ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang
dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang
telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap
menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada
masa yang akan datang. Dalam peraturan pemerintah ini secara tegas
disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu
pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat
yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam
menjatuhkan ~ hukuman * ‘disiplin. Demikian  juga dengan batasan
kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan
dalam peraturan pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis
hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya
pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan
mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang
dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi
pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut
di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk
membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari
terjadinya  kesewenang-wenangan  dalam  penjatuhan  hukuman
disiplin.(Kepegawaian, 2021)

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, juga menegaskan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 34241l), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Adapun bentuk hukuman disiplin berat menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (4)
menjelaskan, jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua
belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS. (Badan Kepegawaian, 2022)

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021, dapat dipahami bahwa pegawai negeri sipil pria yang bercerai dengan
istrinya, wajib memberikan sebagian gajinya kepada bekas istri, jika ia keberatan
maka pegawai negeri sipil pria tersebut akan dikenakan hukuman disiplin berat,
salah satu bentuk hukumannya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini, bertujuan
agar terdapat kepastian hukum dan dasar hukum yang jelas tentang akibat hukum
jika yang bersangkutan menolak untuk dipotong gajinya.

Berdasarkan konsideran aturan-aturan di atas, dapat dipahami bahwa
tujuan pemotongan gaji pegawai negeri sipil pria untuk bekas istri sebagaimana
dimaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah sebagai

berikut:

Pertama, Pemerintah Indonesia berpendapat, bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya perkawinan bersifat kekal,
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sehingga perceraian sedapat mungkin dihindarkan. Perceraian harus dipersulit.
Perceraian dibolehkan dalam keadaan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan

rumah tangga.

Kedua, Pemerintah Indonesia berpandangan, bahwa beristri lebih dari
seorang dan terjadinya perceraian merupakan dua hal yang dapat menghalangi
terwujudnya tujuan perkawinan tersebut di atas, sehingga beristri lebih dari

seorang dan perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan.

Ketiga, poligami dan perceraian harus ditertibkan sehingga tidak merusak
tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus membuat aturan

Perkawinan dan Perceraian.

Keempat, untuk mengatur warga Indonesia secara keseluruhan pemerintah
Indonesia telah membentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Undang-undang
Perkawinan (UUP) berikut peraturan pemerintahnya, telah diatur secara ketat
tentang persyaratan untuk dapat beristri lebih dari satu dan persyaratan untuk

mengajukan perceraian.

Kelima, kenyataan di tengah masyarakat, tingginya angka pernikahan
poligami tidak tercatat (dibawah tangan), tingginya angka perceraian dan
terjadinya perceraian yang mengabaikan hak-hak perempuan dan anak. Untuk
mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia berpandangan perlu aturan lain
untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana di maksud oleh Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kelima, bahwa pegawai negeri sipil adalah aparatur negara dan abdi
masyarakat yang harus memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dalam
tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku termasuk memberikan contoh dalam kehidupan berumah tangga. Agar
PNS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kehidupan PNS harus ditunjang
oleh kehidupan berkeluarga yang baik, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan

tugas tidak akan terganggu oleh masalah dalam keluarganya.
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Keenam, dalam rangka menghindari beristri lebih dari seorang dan
menghindari terjadinya perceraian, Pemerintah Indonesia merasa perlu membuat
aturan tersendiri untuk PNS. Pegawai negeri sipil lebih mudah diatur karena
terikat dengan aturan kedisiplinan sebagai seorang pegawai negeri sipil, jika
melanggar aturan ini dapat dikenai hukuman berat berupa pemberhentian tidak
dengan hormat dari PNS. Berbeda dengan masyarakat yang bukan PNS, mereka
tidak terikat dengan aturan kepegawain negara, sehingga lebih sulit diatur

dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil.

Ketujuh, Pemerintah Indonesia berpandangan, bahwa salah satu cara untuk
menghindari perceraian adalah dengan mempersulit terjadinya perceraian. Akan
tetapi jika perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, maka bekas istri dan anak harus
diberikan perlindungan agar tidak terlantar. Bekas istri dan anak harus tetap
terjamin kehidupannya. Untuk memberikan kepastian agar terjaminnya kehidupan
bekas istri dan anak pasca perceraian perlu ada peraturan yang jelas dan tegas.
Aturan tersebut juga bertujuan disamping untuk menjamin kehidupan bekas istri
dan anak sekaligus menjaga citra dan martabat PNS di tengah masyarakat. Aturan
tersebut dalam bentuk pemberian sebagian gaji PNS (suami) kepada bekas istri
dan anak pasca perceraian, sebagai tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983.

Konsideran-konsideran kebijakan hukum pemerintah di atas dihubungkan
dengan teori politik hukum Bagir Manan dan teori politik hukum Abdul Hakim
Garuda Nusantara, kebijakan hukum pemerintah dalam membentuk PP 10 Tahun
1983 khususnya Pasal 8 tentang pembagian sebagian gaji terhadap mantan istri,
merupakan kebijakan hukum temporer yang bersesuaian pedoman politik hukum
di Indonesia, yaitu Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945, yang
dijabarkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam lima sila pada Pancasila. Hal

tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Nilai-nilai dasar pada sila pertama, tidak boleh ada produk hukum nasional
yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan
agama. Dalam aturan agama baik agama Islam maupun agama lain, perceraian

adalah sesuatu tidak baik, bahkan dalam agama Islam perceraian adalah sesuatu
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yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT, asas perkawinan adalah monogami,
boleh melakukan pernikahan poligami jika terpenuhi syarat-syarat yang
ditentukan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak jika terjadi
perceraian. Ketiga hal di atas mejadi prinsip dalam undang- undang perkawinan di
Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan dengan
bentuk mempersulit terjadinya perceraian, asas perkawinan monogami (penertiban
poligami) dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca

perceraian.

Tentang pembagian sebagian gaji PNS untuk mantan istri sebagaimana
dimaksud Pasal 8§ PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990, apakah bertentangan
dengan agama? Menurut nilai-nilai dasar kebijakan hukum permanen (Pancasila),
tidak boleh ada pertentangan produk hukum nasional dengan agama atau bersifat
bermusuhan dengan agama(Yasin, 2018). Dalam perspektif Hukum Islam,
sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap
istri pasca perceraian adalah pemberian mut’ah wajib jika perceraian terjadi bakda
dukhul, natkah maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali perceraian terjadi
dengan talak ba’in atau istri berbuat nusyuz sedangkan istri dalam keadaan tidak
hamil ketika terjadi perceraian, melunasi mahar ketika mahar masih berhutang,
atau membayar mahar separoh jika perceraian terjadi qobla dukhul dan biaya
hadhonah sampai anak berumur 21 tahun(Umbara, 2020). Artinya Hukum Islam
tidak menyebutkan kewajiban suami untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada
mantan istri sampai mantan istri menikah lagi. Terhadap hal ini terdapat pendapat
pendapat dikalangan peneliti Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam literatur
rivieu penelitian ini. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Penulis ingin
melihat dalam perpektif politik Hukum. Apakah kebijakan hukum ini
bertentangan dengan agama atau bersifat bermusuhan dengan agama?
Berdasarkan fakta sosial ketika pembentukan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP 45
Tahun 1990, terjadinya perceraian sewenang-wenang yang tidak memperhatikan
hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga pasca perceraian banyak janda
yang hidupnya terabaikan. Kemudian rata-rata pasca perceraian jika pasangan

yang bercerai mempunyai anak, biasanya anak dipelihara oleh istri, artinya bekas
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istri disamping memikirkan biaya kehidupan untuk dirinya juga memikirkan biaya

kehidupan untuk anak-anaknya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2023 angka perceraian yang
tercatat di Pengadilan Agama sebanyak 352.406 perkara dan yang mencantumkan
pembebanan mut’ah dan nafkah untuk bekas istri (nafkah iddah, madhiyah),
termasuk sebagian kecil pembagian sebagian gaji untuk mantan istri hanya
berjumlah 18.923 perkara, artinya hanya 5 % (lima persen) dari jumlah
perceraian. Sehingga hal ini menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan, tidak
hanya di Indonesia termasuk juga negara lain yang bekerja sama dengan Indonesia
dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, seperti 7im
Federal Court of Australia yang bekerja sama dengan Dirjend Badilag Mahkamah
Agung RI yang tergabung dalam Australia Indonesia Partnership for Justice Phase
2 (AIPJ2). AIPJ2 telah melakukan FGD yang melibatkan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja, hakim
yustisial pada Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan hakim yustisial
pada Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dan pemerhati hukum lainya.
Dalam Form Discussion Group (FGD) antar lembaga tersebut, persoalan
pembagian sebagian gaji kepada mantan istri apakah sesuai atau bertentangan
dengan Hukum Islam tidak lagi menjadi materi diskusi. Fokus materi diskusi
tentang upaya implementasi pembagian sebagian gaji untuk mantan istri pasca

perceraian dapat terlaksana dengan baik.

Hasil beberapa kali FGD tersebut merekomendasikan perlunya kerjasama
lintas lembaga sehingga aturan pembagian sebagian gaji untuk mantan istri dapat
terealisasi yang dikenal dengan interkoneksi system. Hal ini telah dilakukan oleh
beberapa daerah di Indonesia, seperti Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bekerja
sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di wilayah
Provinsi Bengkulu dengan inovasinya E-Mosi Caper (Elektronik Monitoring
Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian). Aplikasi ini
digunakan untuk memantau dan memastikan agar mantan suami yang bersatus

pegawai negeri sipil/ aparatur sipil negara di Provinsi Bengkulu telah
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melaksanakan kewajibannya dalam memberikan sebagaian gajinya kepada mantan
istri dan anak-anaknya. Sistem kerja aplikasi ini, Pengadilan Agama menginput
data perceraian, BKD dan inspektorat memonitor apakah mantan suami yang
berstatus PNS/ ASN telah melaksanakan kewajibannya, Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) melakukan monitoring dan melaporkan jika ada mantan
suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinas kependudukan
dan pencatatan sipil provinsi memonitor dan melakukan pembaharuan data
percereraian khususnya bagi PNS/ ASN. Selanjutnya Bank Bengkulu melakukan
validasi rekening, pembuatan rekening, pemotongan dan upload bukti pemotong

ke dalam aplikasi E-Mosi Caper.

Kolaborasi Pengadilan Agama Surabaya dengan Multistekholder dengan
Pemerintah Kota Surabaya dan dinas-dinas yang ada dibawahnya. Demikian pula
dengan Pengadilan Agama Bontang menjalin kerja sama dengan PT Pupuk
Kaltim, pada tahun 2023 terdapat 8 perkara yang putusannya memuat pembagian
sebagian gaji untuk mantan istri, dan telah dilakukan pemotongan gaji sebanyak
dua perkara, yaitu perkara 321/Pdt.G/2023/PA. Bontang dan Perkara
377/Pdt.G/2023/PA Bontang. Pemotongan gaji dilakukan melalui bendahara gaji
PT. Pupuk Kaltim sudah dilakukan mulai Bulan Desember 2023.

Data-data di atas, menunjukkan bahwa para ahli tidak lagi
memperdebatkan tentang sesuai atau tidak dengan Hukum Islam mengenai
pembagian sebagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud Pasal 8 PP
Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Bahkan Mahkamah Agung
dengan tegas mengakomodir aturan tersebut menjadi hukum materil di pengadilan
agama dengan menerbitkan kebijakan hukum dalam bentuk Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, yang pada pokoknya menegaskan

bahwa,

“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi
perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
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tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
pembagiannya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang
pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan ”(SEMA Nomor 2 Tahun
2019, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa aturan pembagian
sebagian gaji mantan suami yang berstatus PNS/ ASN untuk mantan istri sampai
istri menikah lagi tidak bertentangan dengan agama atau bermusuhan dengan
agama. Sehingga dalam pandangan politik hukum, kebijakan hukum temporer ini
(Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983) sesuai dengan kebijakan hukum permanen

(nilai-nilai sila pertama Pancasila).

Nilai-nilai sila kedua Pancasila, asas prikemanusiaan mengamanatkan
bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi martabat
manusia. Pasal 8 ini, bertujuan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.
Sebagaimana SEMA 2 Tahun 2019 di atas, dalam rangka pelaksanaan Perma
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum. Artinya dimata hukum kaum perempuan adalah
kaum harus dilindungi karena keterbatasan kemampuannya dalam melakukan
perbuatan hukum. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan (Convention on The Elimination of All Form of Discrimination
Againts Women /CEDAW) tahun 1979, menghapuskan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan di semua bidang, serta mempromosikan hak yang sama bagi
perempuan dan anak perempuan. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1984. Demikian juga dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Tahun 2021 — 2025, mengolongkan perempuan sebagai kelompok
rentan (vurnerable groups), sehingga perlu perhatian khusus agar hak-haknya

terpenuhi termasuk hak-hak pasca perceraian.

Berdasarkan kondisi sosial sebelum terbitnya PP Nomor 10 Tahun 1983,
yakni tingginya angka perceraian, banyaknya terjadi perceraian sewenang-wenang
tanpa memperhatikan hak-hak perempuan pasca perceraian dan berdasarkan data-

data perceraian tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjend Badilag MARI hanya 5
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% putusan perkara perceraian yang mencantumkan hak-hak perempuan pasca
perceraian, maka untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai warga negara
pemerintah mempertahankan aturan ini sampai sekarang. Aturan ini dibuat dalam
rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara sekaligus bertujuan
untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Pembagian sebagian
gaji suami yang berstatus PNS/ ASN untuk diberikan kepada mantan istri sampai
istri menikah lagi, secara tidak lansung akan menjadikan para suami untuk berfikir
dua kali untuk bercerai dengan istrinya. Di samping itu aturan ini juga sebagai
tindakan preventif agar para suami tidak mudah saja menceraikan istrinya.
Tindakan preventif ini di dalam Hukum Islam dikenal dengan Syadduz zari’ah
(tindakan preventif untuk menolak kerusakan). Sehingga kebijakan hukum pada

pasal 8 ini sesuai dengan nilai-nilai sila kedua pada Pancasila.

Nilai-nilai sila ketiga Pancasila, asas kesatuan dan persatuan atau
kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum
nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi
mempersatukan bangsa Indonesia. Sebagaimana konsep politik hukum Abdul
Hakim Garuda Nusantara, bahwa kebijakan hukum harus diterapkan secara
nasional oleh pemerintah di wilayah kekuasannya(Yasin, 2018). Artinya
kebijakan hukum tersebut berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia, bukan
hanya untuk sebagai daerah saja. Kemudian kebijakan hukum juga berlaku untuk
seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk sebagian masyarakat saja.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, niat dasar pemerintah membuat aturan
pembagian gaji sebagaimana dimaksud Pasal 8 akan diberlakukan di seluruh
wilayah negara Indonesia dan berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia(Sears,
1996). Langkah awal pemerintah membuat aturan khusus untuk aparatur negara
terlebih dahulu karena akan mudah untuk dilaksanakan. Pemerintah membuat
aturan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI dan
anggota Polri, dengan tujuan agar aparatur negara ini dapat menjadi contoh dan
tauladan bagi masyarakat. Pada saatnya nanti akan dibuat aturan yang
diberlakukan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan antara aparatur negara

dengan masyarakat biasa.
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Nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu asas demokrasi yang
mengamanatkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus
tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir, kekuasaan ada pada
rakyat dan wakil-wakilnya. Jika dilihat dari segi historis lahirnya PP 10 Tahun
1983. Presiden Soeharto mengakomodir masukan dari organisasi dharma wanita
yang melihat banyaknya tindakan immoral yang dilakukan oleh masyarakat
termasuk pejabat negara(Sears, 1996). Perbuatan immoral tersebut adalah
pernikahan poligami tidak tercatat (dibawah tangan), tingginya angka perceraian,
terjadinya perceraian secara sewenang-wenang tanpa mempertimbankan
perlindungan perempuan pasca perceraian. Meskipun istri Presiden Soeharto
yakni Tien Soeharto ikut mendesak agar dibuatkan aturan perkawinan dan
perceraian bagi PNS dan pejabat negara, namun desakan tersebut bukan untuk
kebaikan pribadi beliau, meskipun Presiden Soeharto juga diisukan selingkuh
dengan seorang artis bernama Rahayu Effendi, isu tersebut dibantah oleh Soeharto
dalam pidato ulang tahun Kopasanda(B. Wiwoho, 1990). Kasus pernikahan siri
pejabat istana (Dewanto) dengan baby sitternya (Rukmini) juga ikut memberikan
andil terbentuknya PP ini. Artinya pembentukan PP 10 Tahun 1983 bukanlah atas
keinginan pribadi Presiden Soeharto dan bukan untuk kepentingan kekuasaannya,
tetapi justru mucul dari desakan masyarakat dalam hal ini pengurus dan anggota
dharma wanita daerah sampai kepada dharma wanita pusat(Sears, 1996). Oleh
karenanya pembuatan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP 45
Tahun 1990 tidak mempunyai muatan politik untuk kepentingan dan keuntungan
penguasa, sehingga kebijakan hukum pemerintah membuat aturan ini sudah sesuai

dengan nilai-nilai pada sila keempat pada Pancasila.

Nilai-nilai sila kelima, yaitu mengandung nilai keadilan sosial, antara lain
(1) perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, terutama bidang politik.
Ekonomi sosial dan budaya, (2) perwujudan keadilan sosial meliputi seluruh
rakyat Indonesia, (3) keseimbangan antara hak dan kewajiban, (4) menghormati
hak orang lain, (5) cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata
material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, (6) cinta akan kemajuan dan

pembangunan(Sibuea, 2010).
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Pembagian sebagian gaji kepada mantan istri jika dilihat dari nilai-nilai sila
kelima ini, tidaklah bertentangan. Perempuan sebagai kaum rentan telah banyak
mendapat diskriminasi, sehingga lahir aturan-aturan yang mengatur tentang
perlindungan terhadap kaum perempuan, di antara aturan-aturan tersebut adalah
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The
Eliminiation of All Forms Discrimination Againts Women/CEDAW), Pasal 5 ayat
(3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3
ayat (1) Perpres Nomor 53 Tahun 2021, Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, SEMA Nomor 1

13

Tahun 2017, tentang penambahan kalimat pada amar putusan, “... dibayarkan
sesaat sebelum ikrar talak diucapkan”, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam
perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah, dan natkah iddah sepanjang istri
tidak nusyuz, Sema 2 Tahun 2019, penambahan amar putusan, ...(hak-hak
Perempuan pasca perceraian) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta
Cerai” dan “penetapan mantan istri berhak terhadap sebagian gaji mantan suami
harus dicantumkan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaanya
dilakukan oleh isntansi yang bersangkutan”. Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo
PP 45 Tahun 1990 sejalan dengan peraturan perundanng-undangan di atas, sama-

sama bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan khususnya pasca

perceraian.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa secara filosofis pembentukan PP
Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 telah sesuai dengan
kebijakan hukum permanen, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila

pada Pancasila.

5.3. Faktor Yuridis

Tentu menjadi pertanyaan apakah pembentukan PP Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990 telah sesuai dengan

prosedur aturan yang berlaku?
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Dasar hukum pembentukan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45
Tahun 1990 adalah Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa
“Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.(S.

RI, 2011)

Pasal 5, Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan(S. RI, 2011), menjelaskan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memenuhi asas sebagai berikut: a) Kejelasan Tujuan
dari Peraturan Perundang-undangan tersebut; b) Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan dilakukan oleh lembaga atau Pejabat yang tepat; c)
Peraturan Perundangan-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan jenis,
hierarki, dan materi muatan; d) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
dapat dilaksanakan; e) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk memiliki
kedayagunaan dan dan kehasilgunaan; f) Memiliki kejelasan rumusan; dan g)

Memenuhi prinsip keterbukaan.”

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas dapat
dipahami, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangan harus mempunyai
landasan yuridis (juridische gelding). Sebuah produk hukum harus mempunyai
pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu
perundang-undangan  (gesetzgebungslehre)(Putriana et al, 2021). Jika
dihubungkan dengan pembentukan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo
No.45 Tahun 1999 terdapat dua aspek yang menjadi pertimbangan yuridis.
Pertama, secara formil dan kedua, secara materil. Secara formil landasan yuridis
yang memberi kewenangan (bevoegdheid) bagi instansi tertentu untuk membuat
peraturan tertentu, sebagaimana dimuat pasal 5 Undang Undang Dasar 1945 yaitu
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang Undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990 merupakan peraturan

pemerintah yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019. Meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut,
namun untuk menjawab kondisi sosial pada saat itu dibutuhkan pembaharuan

aturan sehingga persoalan sosial tersebut dapat teratasi.

Sebagaimana konsideran pembentukan PP 10 Tahun 1983 dan konsideran
pembentukan PP Nomor 45 Tahun 1999, sesuai dengan tujuan perkawinan yang
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pekawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan perkawinan
membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi maka sedapat mungkin
perceraian harus dihindari. Perceraian hanya boleh terjadi apabila telah memenuhi
alasan-alsan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
Kemudian pegawai negeri sipil sebagai aparatur negeri harus memberi contoh dan
tauladan yang baik kepada masyarakat di segala bidang, termasuk contoh dan
tauladan bagi masyarakat dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk dapat
melaksanakan tugas sebagai aparatur negara dengan baik, rumah tangga pegawai
negeri sipil harus baik, sehingga ia tidak terganggu dalam menjalankan tugasnya
oleh masalah keluarganya. Dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan
menegakkan disiplin pegawai negeri sipil serta memberikan kepastian hukum dan
rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil.

Aturan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 dilatarbelakangi oleh marakanya di
kalangan pejabat negara dan pegawai negeri sipil poligami liar (tidak tercatat),
tingginya angka perceraian dan perceraian secara sewenang-wenang yang tidak
memperhatikan dan memenuhi hak-hak perempuan dan hak anak pasca
perceraian. Hal ini berdampak pada buruknya citra pejabat negara dan pegawai

negeri sipil di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu juga berdampak pada
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kehidupan perempuan setelah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri harus
memikirkan biaya hidup untuk dirinya dan untuk biaya hidup anak-anaknya
karena rata-rata pasca perceraian anak tinggal bersama ibunya(Fitria Villa Sahara,
2025). Hal ini akan berdampak buruk kepada bekas istri dan anak-anak. Di antara
dampak buruknya, terjadi kasus prostitusi oleh para janda(Simajuntak, 2003),
karena harus memenuhi biaya hidup dan terlantarnya pendidikan anak-anak
karena tidak ada biaya untuk sekolah dan akan banyak lagi dampak negatif yang

ditimbulkan ketika kehidupan bekas istri dan anak tidak terjamin.

Kemudian tiga tahun sebelum lahirnya PP Nomor 10 tahun 1983, anggota
TNI sudah memiliki aturan perkawinan dan perceraian melalui Keputusan
Menteri Pertahanan Nomor 01/1/1980 tentang Perkawinan, Perceraian, dan
Perdamaian di Kalangan Anggota TNI, versi SK tahun 1976 yang telah
diubah(Umbara, 2020), demikian pula dengan anggota Polri melalui Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia(Umbara, 2020). Hal ini menunjukkan
seluruh aparatur negara dan pejabat negara telah mempunyai aturan tentang
perkawinan dan perceraian untuk mengatasi masalah sosial di atas. Tujuannya jika
aparatur negara sudah tertib mengenai perkawinan dan perceraian, maka hal ini
dapat dijadikan contoh dan tauldan bagi masyarakat dan pada saatnya nanti akan
dibuat kebijakan hukum untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan aparatur

negara atau masyarakat biasa.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa pembentukan aturan hukum pada
Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990 bertujuan untuk melaksanakan
amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia
dalam hal in1 Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ketika itu membentuk
peraturan pemerintah agar persoalan sosial di atas segera teratasi, jika menunggu
perubahan terhadap undang-undang perkawinan akan membutuhkan waktu dan
perdebatan yang panjang. Aturan tersendiri tentang perkawinan dan perceraian

seperti ini juga sudah pernah dibentuk untuk anggota TNI dan Polri. Aturan
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perkawinan dan perceraian untuk anggota TNI diatur oleh Menteri Pertahanan
melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 01/I/1980 tentang Perkawinan,
Perceraian, dan Perdamaian di Kalangan Anggota TNI, versi SK tahun 1976 yang
telah diubah dan untuk anggota Polri diatur oleh Kapolri dengan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk pegawai negeri sipil diatur oleh
Presiden melalui peraturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1
angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa ‘“Peraturan Pemerintah
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Kebijakan hukum Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990
setelah diuji dengan kebijakan hukum permanen yaitu Pembukaan dan Pasal-Pasal
Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dibahas dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam lima sila pada Pancasila tidak lah keluar dari garis-garis batasan

kebijakan hukum nasional di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami secara formil landasan yuridis
pembentukan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 adalah Pasal 5 Undang Undang Dasar 1945. Selanjutnya,
secara materil Pasal 67 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
mengatur bahwa, segala sesuatu dalam undang-undang ini yang memerlukan
pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, maka
sebagai landasan yuridis secara materil, pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo
PP No 45 Tahun 1990 adalah pasal 67 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974.
Pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 dapat dibenarkan
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang sebelumnya(Putriana et al.,

2021).

Disamping data di atas, Penulis juga menemukan landasan yuridis dari segi
materil pembentukan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990,
Pasal 41 huruf (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
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“Akibat Putusnya perkawinan: a..., b... c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan sesuatu

kewajiban bagi bekas istri "(Mahkamah Agung RI, 1860).

Data ini menunjukkan bahwa secara yuridis ada dua hal yang mendasari
lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu dari segi
formil dan materil. Secara formil dasar lahirnya adalah Pasal 5 Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang Undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (2) Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Secara
materil, dasar pembentukan PP 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990,
adalah pasal 67 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, hal-hal
dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Pasal 41 huruf (C), “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ’(Mahkamah Agung RI, 1860).

Dalam pandangan politik hukum, lembaga yang berwenang menetapkan
kebijakan hukum nasional dalam struktur ketetanegaraan di Indonesia adalah
MPR, DPR, Presiden, dan Menteri(Sibuea, 2010). Tentang kebijakan hukum
presiden dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Sebagai contoh Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, menyebutkan, “Pada saat berlakunya
Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
tentang Persyaratan Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
dinyatakan tidak berlaku. Demikian pula pada Pasal 37, “Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Dibawahnya ditetapkan oleh
presiden dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 162(PP 78 Tahun 2007,
2007).

Kebijakan hukum presiden di atas sama statusnya dengan kebijakan

hukum presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun



123

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan oleh
Sekretaris Negara dan PP Nomor 10 Tahun 1983 telah pula dimuat dalam
Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13. Artinya, dalam pandangan politik
hukum hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan
hukum yang dilakukan oleh Presiden telah sesuai dengan struktur ketatangeraan

yang berlaku di Indonesia.
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